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ABSTRAK

Perkembangan digital melalui e-commerce mempermudah masyarakat
memperoleh produk skincare, namun juga memunculkan penjualan skincare
beretiket biru secara bebas melalui e-commerce. Produk tersebut tergolong
sediaan farmasi yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Kondisi ini
menimbulkan kerugian bagi konsumen karena pelaku usaha mengabaikan
ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen
serta bentuk penyelesaian sengketa atas konsumen yang dirugikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan yuridis normatif (statute approach) melalui penelaahan terhadap
peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang relevan. Penelitian
bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan fakta hukum sebagaimana
adanya dan menganalisisnya untuk menemukan kondisi ideal yang diharapkan.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan konsumen,
teori kepastian hukum, dan teori tanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa
pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup perlindungan
preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan izin
edar, pembatasan bahan berbahaya, pengawasan penjualan daring oleh BPOM,
serta peran PPMSE dalam memastikan keamanan produk yang beredar, sedangkan
perlindungan represif dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip strict liability. Kedua,
penyelesaian sengketanya dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan
maupun nonlitigasi melalui BPSK. Namun efektivitas BPSK masih terbatas dalam
pemanggilan pelaku usaha, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum
mengatur ganti rugi immateriil secara jelas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian
Sengketa, Skincare Beretiket Biru, E-Commerce.
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ABSTRACT

The rapid development of digital technology through e-commerce has
facilitated public access to skincare products; however, it has also led to the
widespread sale of blue-label skincare products through online platforms. These
products are classified as pharmaceutical preparations whose use requires a
doctor's prescription. Such conditions cause harm to consumers because business
actors disregard legal provisions, particularly the Health Law, regulations issued
by BPOM, and the Consumer Protection Law. This study analyzes the regulatory
framework for legal protection of consumers and the mechanisms for dispute
resolution available to consumers who suffer losses.

This research employs a normative juridical method (statute approach) by
examining relevant legislation, doctrines, and academic literature. It adopts a
descriptive-analytical character, which describes legal facts as they are and
analyzes them to identify the ideal legal conditions expected. The theories used in
this study include consumer protection theory, legal certainty theory, and liability
theory.

The findings of this study show, first, that legal protection for consumers
consists of both preventive and repressive measures. Preventive protection is
carried out through the supervision of distribution licenses, restrictions on
hazardous substances, monitoring of online sales by BPOM, and the role of
PPMSE in ensuring the safety of circulating products. Repressive protection is
implemented through the enforcement of the Consumer Protection Law and the
imposition of liability based on the principle of strict liability. Second, dispute
resolution may be pursued through litigation in court or non-litigation
mechanisms through BPSK. However, the effectiveness of BPSK remains limited
in summoning business actors, and the Consumer Protection Law does not
explicitly regulate immaterial compensation.

Keywords: Legal Protection, Consumer Protection, Dispute Settlement, Blue
Labeled Skincare, E-Commerce.
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MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa

sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan.’

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“My mother risked her life to bring me into this world. Therefore, I believe my
existence must have meaning.”

(Penulis)

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma
sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mencapai mimpi,

jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan.’

(Windah Basudara)
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital pada era sekarang sudah
membawa perubahan yang sangat signifikan dalam segala aspek
kehidupan, diantaranya dalam aspek jual beli. Perkembangan teknologi
digital tersebut telah mempermudah aktivitas transaksi jual beli antara
konsumen dengan pelaku usaha termasuk dalam bidang kosmetik.
Penggolongan kosmetik berdasarkan tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu
kosmetik riasan dan kosmetik perawatan kulit atau biasa disebut dengan
istilah skincare yang berfungsi merawat kebersihan dan kesehatan kulit.
Saat ini produk skincare tersedia luas di berbagai e-commerce menawarkan
segala ragam pilihan merek dengan variasi harga dan kualitas
menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Kehadiran e-commerce membawa dampak kemajuan yang
signifikan terhadap konsumen karena mereka bisa berbelanja tanpa harus
keluar rumah dengan berbagai macam pilihan barang dan jasa yang
ditawarkan. Hal ini menimbulkan dua sisi yaitu dampak positif serta
negatif. Dampak positifnya konsumen mendapatkan manfaat berupa
keleluasaan untuk memilih barang dan jasa sesuai yang diinginkannya baik
dari segi jenis dan juga kualitas. Tetapi disisi lain juga terdapat dampak

negatifnya yaitu posisi konsumen menjadi lebih lemah dibandingkan



dengan pelaku usaha yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian.!
Dirugikan karena konsumen hanya dijadikan sebagai target aktivitas bisnis
oleh para pelaku usaha yang berusaha mencari keuntungan semata dari
sifat konsumtif konsumen terhadap produk yang belum teruji dan terbukti
keamanannya.

Sejak dahulu pemikiran masyarakat sendiri telah membentuk
standar kecantikan, pemikiran ini memberikan dampak sosial bagi
perempuan. Pada akhirnya menciptakan suatu persepsi mengenai standar
kecantikan seperti tubuh langsing, postur tinggi, dan kulit putih.? Standar
kecantikan yang terus berkembang telah memicu lonjakan permintaan
terhadap produk skincare. Standar untuk memiliki kulit yang putih dan
glowing mendorong para konsumen untuk membeli produk yang dianggap
memberikan hasil yang instan. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh
banyak oknum pelaku usaha skincare yang tidak bertanggung jawab
dengan memanfaatkan kelemahan minimnya informasi yang dimiliki oleh
konsumen, juga menjual produk skincare yang tidak sesuai dengan
regulasinya.

Etiket biru adalah istilah yang digunakan untuk sediaan farmasi
yang dibuat secara racikan. Adapun skincare bertiket biru merupakan

istilah untuk produk perawatan kulit yang mengandung bahan obat keras

! Husnul Khotimah, ‘“Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli
online di aplikasi Lazada dan Shopee,” Jurnal llmiah IImu Hukum, Vol. 4, No. 3 (2022), hlm. 385.

2 Alif Ilman Mansyur, dkk., “Stigma Warna Kulit terhadap Standar Kecantikan di
Kalangan Mahasiswa Prodi Tadris IPS UIN Mataram Tahun 2023,” Jurnal Istinarah, Vol. 5, No. 2
(2023), him. 80.



dan dibuat sebagai produk racikan. Dengan kata lain produk ini bersifat
personal, khusus disiapkan untuk pasien yang telah berkonsultasi dengan
dokter yang menuliskan resep berdasarkan diagnosis.* Fenomena yang
terjadi akhir-akhir ini adalah maraknya penjualan skincare beretiket biru
yang dijual secara bebas melalui e-commerce. Produk skincare beretiket
biru tersebut bisa dapatkan tanpa konsultasi dan resep dari dokter,
beberapa produk bahkan mengandung bahan berbahaya.

Fenomena tersebut semakin menjadi sorotan nasional setelah Dr.
Okky Pratama, seorang dokter kecantikan ternama di Indonesia
membongkar fakta empiris bahwa masih banyaknya produk skincare
beretiket biru yang tidak memenuhi standar keamanan dan regulasi.*
Melalui laman media sosialnya Dr. Okky Pratama mengungkap bahwa
masih banyak ditemukannya produk skincare beretiket biru yang dijual
secara bebas melalui e-commerce. Fakta selanjutnya yang mengejutkan
adalah setelah dilakukannya uji laboratorium dari beberapa sampel produk
skincare beretiket biru tersebut, hasilnya positif menunjukkan bahwa
adanya produk skincare beretiket biru yang mengandung bahan berbahaya
yaitu hidrokuinon. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan regulasi

hukum yang berlaku dengan melanggar Peraturan Undang-Undang Nomor

3 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, “Kolaborasi Pemangku
Kepentingan Tertibkan Skincare Etiket Biru Tak Sesuai Ketentuan,” diakses 24 Desember 2024,
https://www.pom.go.id/berita/kolaborasi-pemangku-kepentingan-tertibkan-skincare-etiket-biru-

tak-sesuai-ketentuan.

4 April, dan Beno Junianto, “6 Skincare Etiket Biru Berbahaya Dibongkar dr. Oky
Pratama, 3 Produk Berasal dari Pabrik HS,” diakses pada tanggal 25 Desember 2024,
https://www.ntvnews.id/hiburan/0117646/6-skincare-etiket-biru-berbahaya-dibongkar-dr-oky-

pratama-3-produk-berasal-dari-pabrik-hs.



https://www.pom.go.id/berita/kolaborasi-pemangku-kepentingan-tertibkan-skincare-etiket-biru-tak-sesuai-ketentuan?utm_source=chatgpt.com
https://www.pom.go.id/berita/kolaborasi-pemangku-kepentingan-tertibkan-skincare-etiket-biru-tak-sesuai-ketentuan?utm_source=chatgpt.com
https://www.ntvnews.id/hiburan/0117646/6-skincare-etiket-biru-berbahaya-dibongkar-dr-oky-pratama-3-produk-berasal-dari-pabrik-hs
https://www.ntvnews.id/hiburan/0117646/6-skincare-etiket-biru-berbahaya-dibongkar-dr-oky-pratama-3-produk-berasal-dari-pabrik-hs

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
17 Tahun 2022 dijelaskan bahwa terdapat bahan-bahan tertentu yang
dikategorikan sebagai bahan berbahaya jika dicampurkan dalam kosmetik.
Bahan-bahan ini termasuk Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat
menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan kulit pengguna, bahkan
membahayakan keselamatan jiwa. Beberapa contoh bahan berbahaya
tersebut meliputi pewarna merah K3, pewarna merah K10, merkuri, asam
retinoat, antibiotik, deksametason, dan hidrokuinon.> Maka dapat
disimpulkan bahwa dilarang keras mencampurkan zat hidrokuinon
kedalam produk skincare beretiket biru.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pengadaan,
produksi, penyimpanan, promosi dan peredaran sediaan farmasi yang tidak
memenuhi standar persyaratan terkait keamanan, khasiat, kemanfaatan dan
mutu, serta seluruh kegiatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga terdapat beberapa hal
yang dibahas terkait pelayanan farmasi klinik salah satunya adalah

dispensing yang tediri dari penyiapan, penyerahan, dan pemberian

5 Jennfer Oktavina Rumagit, dkk., “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran
Produk Kosmetik Yang Berbahaya,” Lex Privatum, Vol. 12, No. 3 (2023), him. 9.



informasi obat. Setelah penyiapan obat selesai dilakukan obat harus
diserahkan kepada pasien dengan dilakukannya kembali pemeriksaan
mengenai penulisan nama pasien pada etiket putih maupun etiket biru, cara
penggunaan, jenis, dan jumlah obat. Dapat diambil kesimpulan bahwa
skincare beretiket biru harus diperoleh melalui resep dokter berdasarkan
keluhan yang dialami pasien dan tidak boleh diperjual belikan secara
bebas.

Terdapat sejumlah konsumen yang merasa dirugikan akibat
penggunaan dari produk skincare beretiket biru yang dijual secara bebas
melalui e-commerce. Pihak dari pelaku usaha dengan sadar tidak
memberikan informasi bahwasannya skincare beretiket biru harusnya
hanya bisa didapatkan melalui konsultasi serta resep dari dokter.
Akibatnya konsumen justru mengeluhkan efek samping dari penggunaan
produk skincare beretiket biru tersebut. Hal tersebut tentunya melanggar
hak-hak sebagai konsumen telah yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4,7, dan
8.

Pada Pasal 4 menjelaskan terkait hak-hak konsumen yang harus
dipenuhi terutama mengenai kenyamanan, keamanan serta keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian pada Pasal 7
menjelaskan terkait kewajiban pelaku usaha terutama bahwasannya pelaku
usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Serta

pada Pasal 8 menjelaskan terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku



usaha yang pada intinya yaitu larangan memproduksi serta
memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar
mutu.

Berdasarkan uraian di atas penyusun ingin menjelaskan terkait
pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna skincare
beretiket biru, serta menjelaskan bentuk penyelesaian sengketa bagi
konsumen yang dirugikan atas penggunaan skincare beretiket biru
tersebut. Dengan demikian menjadi masalah yang menarik untuk diteliti
secara empiris oleh penyusun dengan judul “Analisis Yuridis
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Skincare

Beretiket Biru Secara Bebas Melalui E-Commerce”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diangkat oleh penyusun di atas,
dalam hal ini penyusun membuat rumusan masalah untuk dikaji lebih
lanjut sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen
pengguna skincare beretiket biru yang dijual secara bebas melalui e-
commerce?

2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa bagi konsumen yang
dirugikan atas penggunaan skincare beretiket biru yang dijual secara

bebas melalui e-commerce?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah

dijelaskan sebelumnya, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan
perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna skincare
beretiket biru yang dijual secara bebas melalui e-commerce.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa bagi
konsumen yang dirugikan atas penggunaan skincare beretiket biru
yang dijual secara bebas melalui e-commerce.

Untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaaan Peneletian

a.

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran dalam memperluas pengetahuan kedepannya terutama
dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang
hukum perdata yang berhubungan dengan perlindungan hukum

bagi konsumen.



b. Kegunaan Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu
memberikan pemahaman mendalam mengenai pengaturan
perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna skincare
beretiket biru yang dijual secara bebas melalui e-commerce, serta
bentuk penyelesaian sengketanya apabila konsumen mengalami
kerugian akibat penggunaan skincare beretiket biru yang dijual

secara bebas melalui e-commerce.

D. Telaah Pustaka

Pertama skripsi yang ditulis oleh Sari Nur Azizi, dengan judul
“Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Skincare Dengan Etiket
Biru Yang Dijual Bebas Melalui Marketplace Dihubungkan Dengan Pasal
4 Dan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen”. Dalam skripsi ini membahas tentang peraturan mengenai
penjualan skincare dengan etiket biru yang dijual bebas melalui
marketplace, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna
skincare dengan etiket biru dan kendala-kendala hukum Badan Pengawas
Obat dan Makanan Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap
peredaran skincare dengan etiket biru yang dijual bebas melalui

marketplace. Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah



normatif.® Pada penelitian ini penyusun memiliki persamaan pada objek
penelitian yaitu skincare etiket biru dan bentuk perlindungan hukumnya,
sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh peneliti adalah rumusan masalah dan metode penelitian.
Rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti yaitu bentuk penyelesaian
sengketa bagi konsumen yang dirugikan atas penggunaan skincare
beretiket biru dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif yang bersifat deskriptif.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Kharisma Adelia Riqoyani, dengan
judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Skincare
Palsu Melalui Marketplace Shopee”. Dalam skripsi ini membahas tentang
perlindungan konsumen terhadap produk skincare palsu dan bagaimana
pertanggung jawaban yang dilakukan oleh shopee terhadap kerugian yang
dialami oleh konsumen terkait produk skincare palsu yang diperoleh
melalui marketplace shopee. Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang
digunakan adalah normatif.” Pada penelitian ini, penyusun memiliki
persamaan dalam hal membahas perlindungan konsumen terhadap produk
skincare, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang

akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek dan metode

¢ Sari Nur Azizi, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Skincare Dengan Etiket
Biru Yang Dijual Bebas Melalui Marketplace Dihubungkan Dengan Pasal 4 Dan Pasal 8§ Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi, Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

7 Kharisma Adelia Riqoyani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk
Skincare Palsu Melalui Marketplace Shopee”. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
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penelitian. Objek yang diteliti oleh peniliti adalah skincare beretiket biru,
dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang
bersifat deskriptif.

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Lasmi Dewi Santika, dkk, dengan
judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim pada Produk
Skincare dalam Transaksi Online”. Dalam jurnal ini membahas tentang
perlindungan konsumen terhadap produk skincare overclaim dan
bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi online. Dalam jurnal
ini, jenis penelitian yang digunakan adalah normatif.® Pada penelitian ini,
penyusun memiliki persamaan dalam hal membahas perlindungan
konsumen terhadap produk skincare, sedangkan perbedaan jurnal tersebut
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada
objek dan metode penelitian. Objek yang diteliti oleh peniliti adalah
skincare beretiket biru, dan metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis normatif yang bersifat deskriptif.

Keempat jurnal yang ditulis oleh Fitri Sembiring Milala, dan
Rahmi Ayunda, dengan judul “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung
Jawaban Perdata Penjualan Skincare llegal Dalam Perspektif Hukum
Perlindungan Konsumen”. Dalam jurnal ini membahas tentang
perlindungan konsumen terhadap produk skincare illegal, dan bagaimana

efektifitas penerapan aturan perlindungan konsumen atas penjualan

8 Lasmi Dewi Santika, dkk., “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim pada
Produk Skincare dalam Transaksi Online,” JIHHP: Jurnal llmu Hukum, Humaniora dan Politik,
Vol. 5, No. 2 (2024), him. 45.
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skincare illegal. Dalam jurnal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah
normatif.’ Pada penelitian ini, penyusun memiliki persamaan dalam hal
membahas perlindungan konsumen terhadap produk skincare, sedangkan
perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti adalah terletak pada objek dan metode penelitian. Objek yang
diteliti oleh peniliti adalah skincare beretiket biru, dan metode penelitian

yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif.

E. Kerangka teoritik
1. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan hukum konsumen merupakan bagian dari
hukum yang mencakup asas-asas dan kaidah hukum yang bersifat
untuk mengatur serta melindungi segalah hak-hak dari konsumen.
Ditegaskan dalam UUPK dalam Pasal 1 angka 1 bahwa perlindungan
konsumen segala upaya hukum untuk menjamin adanya kepastian
hukum dalam melindungi konsumen. Dengan demikian perlindungan,
perlindungan konsumen dapat dipahami sebagai suatu perangkat
hukum ynag disusun oleh pemerintah yang bertujuan untuk

memberikan melindungi dan menjamin konsumen atas permasalahan

° Fitri Sembiring Milala dan Rahmi Ayunda, “Tinjauan Normatif Terhadap
Pertanggungjawaban Perdata Penjualan Skincare llegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan
Konsumen,” Jurnal PETITUM, Vol. 10, No. 1 (2022), him. 32.
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atau sengketa yang timbul akibat tindakan pelaku usaha yang
merugikan.'”

Terdapat prinsip-prinsip yang menjelaskan mengenai posisi
konsumen dan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang
terdapat dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen.
Prinsip tersebut diantaranya yaitu Let the Buyer Beware, The Due Care
Theory, dan The Privity of Contact. Prinsip Let the Buyer Beware
memiliki asas yang menyatakan bahwa konsumen dan pelaku usaha
dianggap setara atau sama, sehingga konsumen tidak memiliki
perlindungan, konsumen seringkali tidak mendapatkan informasi yang
memadai tentang barang/jasa yang digunakannya hal tersebut
disebabkan oleh minimnya informasi yang dimiliki oleh konsumen
serta kurangnya transparasi terhadap produk yang pelaku usaha
tawarkan, akibatnya jika kosumen mengalami kerugian, pelaku usaha
dapat menyalahkan karena kelalaian kosumen. Prinsip 7he Due Care
Theory menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab
untuk bertindak penuh secara hari-hati dalam memasarkan produknya
baik barang, dalam prinsip ini berlaku ketentuan bahwasannya pihak
yang mendalilkan harus bisa membuktikannya. Sementara prinsip The
Privity of Contract menyatakan bahwa pihak pelaku usaha memiliki

kewajiban untuk segenap melindungi para konsumennya, namun hal

10 Pasal 1.
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tersebut hanya dapat dilakukan apabila diantara keduanya telah terjalin
suatu hubungan kontraktual.'!

Maka dari itu, hukum perlindungan konsumen memegang
peranan yang sangat penting dalam menjaga hak dan kepentingan
konsumen dari potensi kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang
tidak bertanggung jawab terhadap produk atau jasa yang mereka
produksi. Isu perlindungan konsumen menjadi hal yang relavan dengan
kepentingan masyarakat. Dengan demikian masyarakat khususnya di
Indonesia berharap adanya perlindungan hukum terhadap konsumen

yang dirugikan atas tindakan pelaku usaha tersebut.

. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum pada dasarnya mengandung nilai yang
bertujuan untuk melindungi segenap warga negara dari tindakan
semena-mena oleh pihak otoritas. Oleh karena itu, hukum
mengharuskan negara untuk memastikan adanya jaminan perlindungan
bagi setiap warganya termasuk dalam memberikan kejelasan,
kepastian, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dalam segala
aspek kehidupan, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah
merupakan jaminan bagi pencari keadilan agar terhindar dari tindakan
sewenang-wenang. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat memperoleh

hak atau kepastian yang diharapkan dalam situasi tertentu. Keberadaan

hlm. 61.

' Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (PT Grasindo, Jakarta, 2006),
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kepastian hukum sangat penting bagi masyarakat, karena dapat
menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.'> Meskipun
kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadilan,
namun keduanya tidak sepenuhnya sama, hukum bersifat umum yang
berlaku untuk semua orang, dan cenderung menyaratakan, sementara
keadilan lebih bersifat subjektif, individual dan tidak menyamaratakan.
Sedangkan menurut Gustaf Radbruch, kepastian hukum dimaknai
dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang
harus ditaati. Kepastian hukum menuntut agar hukum berfungsi
sebagai aturan yang harus dipatuhi, tidak hanya dalam pelaksanaannya
tetapi juga dalam substansi norma-norma yang dikandungnya. Oleh
karena itu, peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum
tertulis memiliki peran penting dalam sistem negara hukum di
Indonesia, yakni sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara serta
sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. '3

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepastian
hukum memegang peranan penting dalam melindungi konsumen,
karena memastikan bahwa hak-hak konsumen terjaga dan ditegakkan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya

kepastian hukum, konsumen dapat bertransaksi dengan rasa aman,

12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Liberty, Yogyakarta, 1999), him. 145.

13 Khudzaifah Dimyati, Teoritisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran
Hukum di Indonesia 1945-1990 (Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2015), hlm. 14.
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karena mengetahui bahwa aturan yang ada diberlakukan secara

konsisten dan adil.

. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum tanggung jawab dapat diartikan sebagai
liability dan  responbility.  Istilah  liability merujuk pada
pertanggungjawaban hukum, yaitu kewajiban yang dikenakan kepada
subjek hukum hukum akibat suatu kesalahan. Sementara itu
responsibility digunakan dalam konteks pertanggungjawaban politik.
Teori tanggung jawab lebih berfokus pada makna tanggung jawab yang
muncul sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan. Sehingga teori tanggung jawab dipahami dalam
konteks liability, tanggung jawab diartikan sebagai suatu konsidi di
mana seseorang harus menanggung akibat dari setiap perbuatannya,
terutama jika tindakan tersebut menimbulkan dampak yang tidak
diinginkan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan dapat dikenai
tuntutan, disengketakan atau diperkarakan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.'*

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab
hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum
atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab
hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi

dalam hal perbuatan yang bertentangan. Dari pengertian diatass

335.

14 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm.
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menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab dalam teori hukum murni
dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:!

a. Pertanggungjawaban individu yang mana seorang individu
melakukan tanggung jawab atas pebuatannya sendiri;

b. Pertanggungjawaban kolektif yang artinya seseorang
bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang
lain;

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang mana
seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya yang melawan
hukum dengan unsur kesengajaan dan tujuan yang
menimbulkan kerugian terhadap orang lain; dan

d. Pertanggungjawaban mutlak yang artinya individu bertanggung
jawab atas kesalahan yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan
dan tidak diperkirakan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep
tanggung jawab sama dengan konsep kewajiban hukum, seseorang
dapat melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan
tertentu. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip yang
memilki sifat subjektif yang ditentukan oleh produsen. Sifat subjektif
tersebut mengartikan bahwa seseorang perlu berhati-hati untuk
mencegah adanya kerugian yang dialami konsumen. Dari teori

tanggung jawab, kelalaian pelaku usaha yang memicu timbulnya

15 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara (PT Raja Grafindo Persada,
Bandung, 2006), him. 81.
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kerugian yang dialami konsumen sebagai faktor penentu adanya

permintaan pertanggungjawaban dari konsumen oleh pelaku usaha.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah
penelitian hukum (legal research), yang dalam tradisi hukum Belanda
dikenal sebagai rechtsonderzoek. Pendekatan tersebut sejalan dengan
karakteristik penelitian hukum normatif (normative legal research).
Penelitian hukum normatif berfokus pada telaah terhadap norma dalam
peraturan perundang-undangan dengan tujuan menilai dan menemukan
kebenaran mengenai keselarasan antara ketentuan hukum atau tindakan
tertentu dengan norma atau prinsip hukum yang berlaku.
2. Sifat Penelitian
Dalam Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode
penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan menguraikan
suatu fenomena atau fakta sebagaimana adanya (das sein). Fakta-fakta
tersebut kemudian dianalisis melalui  proses pendeskripsian,
penggambaran, penjelasan, serta penelaahan secara sistematis untuk

menemukan makna atau kondisi ideal yang diharapkan (das sollen).'®

16 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993), him. 309.
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3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

statute approach atau yang kerap disebut sebagai pendekatan yuridis

normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui

penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta

berbagai dokumen hukum relevan yang berlaku.!”

4. Sumber Data

a.

Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan

oleh otoritas berwenang dan memiliki kekuatan mengikat. Dalam

hal ini penelitian sumber data primer yang akan digunakan adalah

sebagai berikut:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;

¢) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

f) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

17 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2003), him. 67.
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h)

)

k)
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan
Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
Keputusan ~ Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan
Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan
Teknis Bahan Kosmetika;

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi
Kosmetika; dan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14
Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang

Diedarkan secara Daring.

. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai publikasi di bidang

hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi yang bersifat

autoritatif. Sumber hukum sekunder yang akan digunakan

diantaranya:

a)
b)

Buku Ilmu Hukum;

Jurnal Hukum; dan
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c) Media Cetak/Elektronik.
c. Bahan Hukum Tersier
Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder seperti kamus hukum dan KBBI.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini  menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data diantaranya:
a. Studi Kepustakaan
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan
menghimpun serta menelaah berbagai informasi yang bersumber
dari dokumen ataupun literatur hukum yang relevan dengan fokus
penelitian. Sumber tersebut mencakup peraturan perundang-
undangan, buku-buku hukum, publikasi ilmiah, maupun karya
akademik lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang
dapat memberikan dasar jawaban bagi peneliti terkait isu yang
dikayji.
b. Wawancara
Wawancara adalah proses dalam tahap tanya jawab secara
lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang
informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dengan begitu
pemberi pertanyaan diharapkan dapat menyampaikan semua

pertanyaan dengan jelas, narasumber untuk menjawab semua



21

pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan
dengan benar.'”® Dalam penelitian ini, penulis melakukan
wawancara dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Yogyakarta serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Yogyakarta sebagai narasumber.
c. Observasi
Observasi merupakan alat pengumpulan data yang
umumnya digunakan ketika tujuan penelitian hukum adalah untuk
mendokumentasikan perilaku hukum sebagaimana terjadi dalam
realitas.!” Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi
melalui platform media sosial guna mengetahui suatu fenomena
permasalahan yang terjadi.
6. Analisis Data
Analisis data merupakan proses mengkaji serta menafsirkan
informasi yang telah diperoleh untuk memberikan makna tertentu, baik
yang bersifat mendukung, mengkritisi, menolak, maupun memperkaya
temuan penelitian. Tahap ini bertujuan untuk mengarahkan peneliti
dalam menarik suatu kesimpulan dengan berlandaskan kerangka teori
yang telah dikuasai. Dalam penelitian ini analisis dilakukan melalui

pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan

18 Ishad, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi (Penerbit
Alfabeta, Bandung, 2017), hlm. 115.

19 Ibid.
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tersier yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam mengkaji

permasalahan hukum yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembasan dalam peneltian ini terdiri dari bebarapa bab
yang tentunya saling berkaitan erat dan memiliki fungsinya tersendiri,
dimana masing-masing bab tersebut berperan mendukung keseluruhan
penelitian sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh, diantaranya:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini bertujuan untuk
menjelaskan arah yang akan dituju dan dicapai dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi tinjauan umum terkait teori yang digunakan
penyusun dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu teori
perlindungan konsumen, teori kepastian hukum, dan teori tanggung jawab.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang skincare beretiket biru,
e-commerce, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan
Penyelesaiaan Sengketa. Bab ini bertujuan memberikan gambaran yang
utuh mengenai objek penelitian tersebut.

Bab keempat merupakan inti dari penulisan ini, yaitu analisis data
yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mengenai pengaturan
perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna skincare beretiket biru

yang dijual secara bebas melalui e-commerce, dan bentuk penyelesaian
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sengketa bagi konsumen yang dirugikan atas penggunaan skincare
beretiket biru yang dijual secara bebas melalui e-commerce.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari
keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan juga saran yang berupa
kritik, masukan, atau rekomendasi terkait fenomena permasalahan yang
ada dalam penelitian ini baik dalam bentuk rekomendasi akademis maupun

praktis.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan
akibat penggunaan skincare beretiket biru yang dijual secara bebas
melalui e-commerce terbagi menjadi perlindungan preventif dan
represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui UU Kesehatan
Pasal 435 serta PerBPOM terkait izin edar, larangan bahan berbahaya,
dan pengawasan daring. Selain itu, ketentuan mengenai
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)
melalui UU Perdagangan, PP 71/2019, PP 80/2019, serta Permendag
31/2023 juga memperkuat langkah preventif melalui kewajiban
verifikasi pelaku usaha dan pengawasan produk, serta langkah represif
melalui sanksi administratif apabila platform e-commerce atau pelaku
usaha melanggar ketentuan. Perlindungan represif selanjutnya terdapat
dalam UUPK Pasal 4, 7, 8, 19, 45, dan 60 serta Pasal 1366 KUHPer
sebagai dasar ganti rugi perbuatan melawan hukum. Dengan demikian
pengaturan perlindungan hukum diberikan melalui upaya pencegahan
dan penindakan, meskipun UUPK masih belum mengatur secara tegas

mengenai ganti rugi immateriil.

116
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Bentuk penyelesaian sengketa bagi kosnumen yang dirugikan atas
penggunaan skincare beretiket biru yang dijual secara bebas melalui e-
commerce menurut UUPK terbagi menjadi dua, yaitu litigasi dan
nonlitigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri sesuai
dengan ketentuan hukum perdata, di mana konsumen berhak
menggugat pelaku usaha atas dasar perbuatan melawan hukum.
Sedangkan jalur nonlitigasi ditempuh melalui BPSK dengan
mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sebagaimana diatur
dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Namun dalam
praktiknya terdapat kelemahan mendasar dalam mekanisme
penyelesaian sengketa di BPSK, yakni ketika pelaku usaha tidak
memenuhi panggilan, maka proses penyelesaian tidak dapat
dilanjutkan, hal ini menunjukkan masih lemahnya efektivitas

penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis

merekomendasikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1.

Pemerintah diharapkan melakukan pembenahan regulasi dan
meningkatkan efektivitas instansi pengawasan terhadap peredaran
skincare beretiket biru. Perlu adanya penyempurnaan UUPK
khususnya terkait ganti rugi immateriil serta penegasan aturan

mengenai kewenangan BPSK dalam memanggil pelaku usaha. Selain
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itu BPOM perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi
serta lebih tegas dalam menindak pelaku usaha yang tidak sesuai
dengan regulasinya.

Kepada konsumen diharapkan agar lebih berhati-hati dalam membeli
serta menggunakan produk skincare beretiket biru, dengan cara
selektif memilih produk. Konsumen perlu meningkatkan kesadaran
hukum dalam mengenali hak-haknya, serta mengetahui upaya
hukumnya yaitu penyelesaian sengketanya apabila mengalami
kerugian akibat penggunaan produk yang tidak sesuai regulasi.
Kepada pelaku usaha hendaknya wajib menaati seluruh ketentuan
hukum yang berlaku. Penjualan skincare beretiket biru yang tidak
sesuai dengan regulasinya merupakan pelanggaran serius yang
merugikan konsumen dan dapat menimbulkan akibat hukumnya.
Pelaku usaha juga perlu menjamin transparansi informasi dan
menyediakan mekanisme pengaduan konsumen yang jelas, dengan

demikian tanggung jawab moral dan hukum dapat berjalan seimbang.
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